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LAMPIRAN  

 

KUPerdata 

Pasal 1365 

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, 

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk 

menggantikan kerugian tersebut”. 

Pasal 1367 

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan 

perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang 

yang berada di bawah pengawasannya”. 

UUPK 

Pasal 1 Ayat (1) 

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. 

Pasal 2 

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan 

dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. 
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Pasal 4 Huruf  c 

“Konsumen berhak hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi 

dan jaminan barang dan/atau jasa” 

Pasal 7 

Kewajiban pelaku usaha adalah:  

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan 

dan pemeliharaan;  

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif;  

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;  

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;  

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan;  

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau 

jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 
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Pasal 8 Ayat (1) Huruf d 

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau 

jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa 

tersebut” 

Pasal 19  

1.) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.  

2.) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian 

uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, 

atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

3.) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah 

tanggal transaksi.  

4.) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian 

lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.  

5.) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 

apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan 

kesalahan konsumen 
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Pasal 30 Ayat (3) 

“Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar”. 

Pasal 34 Ayat (1)  

1.) “Untuk menjalankan fungsi sebgaimana dimaksud dalam Pasal 33 Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas” 

Huruf c 

“melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut 

keselamatan konsumen” 

Pasal 44 Aayat (3)  

“Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:” 

Huruf a 

menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan 

kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. 

Pasal 45 Ayat (1) 

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga 

yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau 

melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. 

Pasal 47 

“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk 

mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai 
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tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan 

terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”. 

Pasal 52 Ayat (1) 

“Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi: 

melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara 

melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi” 

Pasal 62 Ayat (1) 

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, 

huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 

5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar 

rupiah)”. 
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